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Abstrak

Studi ini menjelaskan bagaimana politik hukum yang digunakan oleh
pemerintah Indonesia tentang aturan pembagian sebagian gaji PNS untuk bekas
istri pasca perceraian sampai bekas istri menikah lagi. Penelitian menggunakan
metode pustaka (library research) dengan jenis penelitian hukum normatif
melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Cara yang dilakukan
adalah pertama, menganalisis Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45
Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kedua,
menganalisis putusan-putusan hakim pengadilan agama tentang penerapan
pemotongan sebagian gaji PNS untuk bekas istri, dan ketiga, menganalisis hasil
penelitian terdahulu dan hasil form group discussion yang telah dilakukan terkait
dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983. Pendekatan dalam studi ini menggunakan teori
politik hukum dalam kebijakan pemerintah membentuk aturan Pasal 8 PP 10
Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Hasil penelitian, politik hukum
pembentukan Pasal § adalah cara pemerintah agar PNS memberikan contoh yang
baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Kedua, cara pemerintah mengurangi
angka perceraian dengan mempersulit perceraian. Ketiga, cara pemerintah untuk
mempertahankan keutuhan keluarga dan memberikan perlindungan kepada bekas
istri dan anak agar terjaminnya kehidupan bekas istri dan anak pasca perceraian.
Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan
kebijakan hukum Pemerintah Indonesia sebagai tindakan preventif (Sadd az-
Zari’ah) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pembagian sebagian
gaji kepada bekas istri sampai bekas istri menikah lagi bukan menyangkut
masalah keadilan tetapi cara pemerintah melindungi dan mempertahankan

keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci Politik Hukum, Nafkah. Pembagian Gaji PNS



Abstract

This study explains the legal policy employed by the Indonesian
government regarding the regulation on distributing a portion of a civil servant's
salary to an ex-wife after divorce, until the ex-wife remarries. The study employed
a library research method with a normative legal approach through a statute
approach. The method used was to first analyze Article 8 of Government
Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation
Number 45 of 1999 and related laws and regulations. Second, analyzing the
decisions of religious court judges regarding the application of partial deductions
from civil servant salaries for ex-wives. And third, analyzing the results of
previous research and the results of group discussions conducted regarding Article
8 of Government Regulation Number 10 of 1983. This study's approach utilizes
legal political theory in government policy to establish Article 8 of Government
Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation
Number 45 of 1990. The research findings indicate that the legal policy of
establishing Article 8 is a government strategy for civil servants to set a good
example for their subordinates and serve as role models for society, including in
managing family life. Second, analyzing the government's strategy to reduce the
divorce rate by making divorce more difficult. Third, the government's approach
to maintaining family unity and providing protection to ex-wives and children to
ensure their well-being after divorce. Article 8 of Government Regulation
Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of
1990, constitutes the Indonesian government's legal policy as a preventive
measure (Sadd az-Zari'ah) to maintain household unity. Distributing a portion of
the salary to the ex-wife until she remarries is not a matter of justice but rather a

government measure to protect and maintain the integrity of the household.

Keywords: Legal Politics, Livelihood, Distribution of Civil Servant Salaries
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